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DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAN
1. UU 14 Tahun 2008 Petugas Informasl memiliki kemampuan
2. UU 25 Tahun 2009 1. Memahami Pendokumentasian , Kearsipan dan Pengelolaan Informasi Publik
3. UU 25 Tahun 2013 2. Memiliki latar belakang pendiddikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan linformas| Publik
4. PP 61 Tahun 2010 3. Memahaml dan dapat menguasai teknologi informasi
5 Perkl 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah 1. Desk ( meja) Layanan Informasi
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat Elektronik
6. Telepon/Fax
7. Surat/Nota Dinas
8. Daftar Informasi Publik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP Inl berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP Ini tidak berjalan dengan baik maka keglatan 1. Dokumen Kegiatan
Ini tidsak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi. 2. Laporan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NO PELAKSANAAN PENDUKUNG
KEGIATAN PPID PPID ATASAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
PELAKSANA UTAMA PPID
1 Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan Secara berkala DIPD yang telah
relevan dengan tupoksi masing-masing komponen dikementerian 1. UU 14 Tahun 2008 | serta merta dan Ergvs_wg
dalam negeri dan pemerintahan daerah baik yang diproduksi sendiri, 2. UU 25 Tahun 2009 | sctiap saat Mwa: __”oauo.ﬁ:
dikembangkan , maupun yang dikirim kepihak lain yang berupa arsip w. WW %_u._.w mwwﬁuwm% Uaﬂawaumwm_
statis dan dinamis, arsip aktip maupun arsip inaktif dan arsip vital - 5 Perkil ,_.u_..ﬁs
yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, 2010
penanggungjawab pembuatan, waktu dan tempat pembuata serta 6. Perki 1 Tahun 2013
bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. format
pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi dimasing-
masing komponen dikementerian dalam negeri dan pemerintah
daerah.
2 Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang yelah Secara berkala DIPD yang telah
dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi 1. UU 14 Tahun 2008 | sertamertadan | diklafikasikan
dan dokumentasi, selain itu jumlah mengklasifikasikan informasi dan v w % Ww MMWE_ wmww setiap saat kebenarannya
dokumentasi yang dikecualikan dengan katagori sebagaimana yang 4 PPOIT %:M._No_c
telah ditetapkan melalui UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 dan vwwm.” 18. -l 5" Perki 1 Tahun2010
Pengujian tentang konsekkuensi dengan seksama ama Ew::.r ketelitian 6. Perki 1 Tahun 2013
sebelum menyatakn informasi dan dokumentasi publik tertentu
dikecualikan oleh setiap orang.
3 | Mendokumentasikan informasi public dalam bentuk softcopy dan h Alat tulis kantor Secara berkala
tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan serta merta dan
tatacara seperti mengarsipkan dokemen dan dipisahkan sesuai . sctiap saat
klafikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta
dan setiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan,
4 Menetapkan di daftar Infomasi Publik secara resmi dan w\_oﬂ_mm%wn: vapw D mﬂh:& U__ﬂnc_._ W_hauaw keputusan m_.oﬁ_%w_u:.umwu "
ama dengan terkumpu. an tctapkan jika a
i - Utama dan %5 PPID mw_%es &E&W_mﬁ sagms: w__moaﬁ.
Pelaksana untu oleh Atasan baru dibuat SK untuk
menetapkan DIP PPID ditetapkan
5 Mengunggah DIP kewebsite resmi kemendgri dan pemerintahan Website dan sarana Setelah DIPD Adanya konten
daerah maupun melalui sarana informasi. - w:%mﬂ.mﬁ__um::u.m yang Mﬂ%rww_oc_nr W:vU amwﬁvm.w%a
& 111K1 Ol€ arn emen
- komponendan _uan:Emm_”._
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